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v  ABSTRAK  Nama  : Fitri Handayani NIM   : 170105021 Fakultas/Prodi  : Syari’ah dan Hukum/Hukum Tata Negara Judul   : Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut                                        Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah                                        Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa,                                        Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah). Tanggal Sidang : 7 Januari 2022  Tebal Skripsi   : 65 Halaman Pembimbing I  : H. Mutiara Fahmi,Lc.,MA    Pembimbing II   : Rispalman,S.H.,M.H. Kata Kunci   : transparansi, pengelolaan, dana desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang. Dalam pengelolaan Transparansi dana desa di kampung Wihnongkal Toa dikatakan oleh masyarakat kampung Wihnongkal Toa kurangnya transparansi yang dilakukan kepala desa kepada masyarakat yaitu tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa termasuk pemasukan dan pengeluaran penggunaan dana desa. Masalah yang diteliti adalah Bagaimana Bentuk Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Bagaimana Bentuk Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Siyasah Maliyah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapati bahwa pengelolaan dana desa kampung Wihnongkal Toa menurut UU No.6 Tahun 2014 yaitu belum berjalan dengan baik pada tahap pelaporan yaitu kepala desa tidak memberitahu kepada masyarakat mengenai pengeluaran dan pemasukan di desa tersebut. Namun telah sesuai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Bentuk transparansi pengelolaan dana desa kampung wihnongkal toa dalam siyasah maliyah belum maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan keuangan dalam fiqh maliyah yaitu dalam hal prinsip amanah karena dalam pertanggung jawaban dana desa kepala desa diwajibkan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pengeluaran maupun pemasukan dana desa. Namum dalam prinsip keadilan sudah menerapkan sesuai dengan prinsip tersebut dan prinsip kejujuran telah sesuai dengan siyasah maliyah dan diharapkan kepada pemerintah Desa agar dapat melakukan transparansi sepenuhnya kepada masyarakat dan mekanisme yang baik dalam pengelolaan Dana Desa. 
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viii  TRANSLITERASI  Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 1. Konsonan   Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا Alif tidak di- lambang-kan tidak di- lambang-kan ط țā’ ț te (dengan titik di bawah) ب Bā’ B Be ظ ẓā’ ẓ zet (dengan titik di bawah)  ت Tā’ T te  ع ‘ain ‘ koma terbalik (di atas) ث Śā’ ṡ es (dengan titi di atas) غ Gain G Ge ج Jīm J je  ف Fā’ F ef  ح Hā’ H ha (dengan ق Qāf Q Ki 



ix  titik di bawah)  خ Khā’ Kh ka dan ha  ك Kāf K Ka د Dāl D de  ل Lām L El ذ Żāl Ż zet (dengan titik di atas) م Mīm M Em ر Rā’ R er  ن Nūn N En ز Zai Z zet  و Wāu W We س Sīn S Es ها Hā’ H Ha ش Syīn Sy es dan ye  ء Hamzah ‘ Apostrof ص Şad Ş es (dengan titik di bawah)’ ي Yā Y Ye ض Dad ḑ de (dengan titik di bawah)     2. Konsonan  Konsonan vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau moNomorftong dan vokal rangkap atau diftong.  a. Vokal Tunggal  Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf Latin  َ◌ Fatḥah A  ِ◌ Kasrah I  ُ◌ Dammah U 



x   a. Vokal Rapngka Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: Tanda dan Huruf Nama  Gabungan Huruf ي  ◌َ Fathah dan ya Ai و   ◌َ Fathah dan wau Au Contoh: [\]  = kaifa ھ`ل  = haula 3. Maddah  Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  Harkat dan Huruf Nama  Huruf dan tanda  اَ /ي Fathah dan alif atau ya Ā  ِي Kasrah dan ya Ī  ُو Dammah dan wau Ū Contoh:  َلfَg = qāla hiََر   = ramaā   kَ\ِْg = qīla  ُل ْ̀ mَn = yaqūlu 



xi  4. Ta Marbutah  (ة) Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. a. Ta marbutah ( ة) hidup Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. b. Ta marbutah ( ة) mati Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h. c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:  ُ*,َْا2ْط0ََْ/ْ�َ�و : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl   ُ*َ34ْ6ِ�َ�ْرَةْا     .Ṭalḥah Modifikasi 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya : طَْ;َ:*ْ     al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah: ا9َ3�ُ�َّْ
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  1  BAB SATU 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang. Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Secara lebih jelas disebutkan bahwa keungan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelangaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. termasuk dalam hak desa adalah hak milik atas uang dan barang.1 Menurut V. Wiratna (2015:33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program kegiatan yang dibiayai dengan uang desa.2 Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah.Pemerintah memberikan landasan ba\hwa semakin otonomnya                                                            1Randi Setiawan, Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) di desa karang raja kecamatan merbau mataram lampung selatan. hlm1 2 V Wiratna, Sujarweni. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru (2015) hlm 16 



2    desa secara praktek, bukan sekedar normatif. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya Alokasi Dana Desa yang juga diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2015, semestinya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel dalam mengelolah keuangan desa. Dalam kebijakan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom diharapkan desa dapat mengelolah keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelolah pendapatan maupun mengelolah pembelanjaan anggaran. Tingginya anggaran desa sering kali disalahgunakan oleh pihakpihak tidak bertanggungjawab khususnya pemerintahan tingkat desa (kelurahan) yang berujung pada kasus hukum.Sejumlah pengamat hukum menilai banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum, khususnya korupsi, sebagian besar akibat kurangnya pengawasan terhadap kinerja mereka.Selain itu, rata-rata kepala desa yang menduduki jabatannya tidak memiliki latar belakang dan pengetahuan mumpuni tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki  peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akandapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat.Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi 



3    daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan,  pelaksaanan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.3 Dalampenelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.Meskipun demikan, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa.  Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh                                                            3Mondong, Hendra. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.” ejournal unstrat (2013),  hlm 15 



4    pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa.4 Dalam siyasah juga mengatur tentang pemerintahan dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Siyasah merupakan sesuatu yang mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan.Tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.5 Kata siyasah juga dapat di lihat dari sisi triminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berati mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.6 Ada beberapa Siyasah yang salah satunya adalah Siyasah Maliyah, Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.7 Siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber sumber keuangan negara, Baitul Mal dan sebaginya. Dalam fikih siyasah maliyah pengaturanya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan                                                            4Deri. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes.” e-Journal Ilmu Pemerintahan 5(1)( 2017), hlm32 5Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. , hlm3  6Imam Amrusi Jailani Dkk,Hukum Tata Negara Islam,(Surabaya:IAIN Sunana Ampel Press), hlm3  7Nurcholis Madjid,Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2001),  hlm273 



5    pemerintah atau kekuasaan.Dalam secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.8 Kemudian, Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).9Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah.Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara.Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.10 Dalam pengelolaan Transparansi dana desa di kampung Wihnongkal Toa dikatakan oleh masyarakat kampung Wihnongkal Toa kurangnya transparansi yang dilakukan kepala desa kepada masyarakat Wihnongkal Toa yaitu tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat                                                              8Jeje Abdul Rojak,Hukum Tata Negara Islam,(Surabaya:Uin Sunan Ampel pres,2014), hlm91  9Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 1  10Rahayu, Depi. “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Economics Development Analysis Journal 6.(2017),  hlm 2 



6    tentang pengelolaan dana desa termasuk pemasukan dan pengeluaran penggunaan dana desa, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 68 ayat 1 masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai uraian di atas untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah). 
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Bentuk Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014? 2. Bagaimana Bentuk Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Siyasah Maliyah? 

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 2. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Siyasah Maliyah 

D. Kajian Pustaka Sumber informasi yang dipakai penulis juga dari penelitian terdahulu mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa.Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan 



7    yang berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain: 1. Sukmawati11 yang berjudul Pengaruh Transparansi Dan Akutabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.Pada tahun 2019.  2. Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, dan Stanly W. Alexander12 yang berjudul Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. 3. Putu Andi SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati dan Made Arie Wahyuni,13Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng,  4. Ngongare,14 2016 melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabiitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Insfrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan”.                                                              11 Fitri Sukmawati,Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Model, dan UMKM, Vol.2, No.1, (Penerbit:Alfi Nurfitriani, 2019) diakses melaluihttps://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/view/120.  Pada 10 oktober 2020, pukul 11.30 wib.  12 Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, dan Stanly W. Alexander, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kec. Sonder Kab. Minahasa, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol.13, No.13 (Penerbit: Universitas SamRatulangi, 2018) diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20904. Pada 10 oktober 2020, pukul 11.50 wib 13Putu Andi SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati dan Made Arie Wahyuni, Akuntabilitas dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunai Kec.Seririt Kab. Buleleng, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.8, No.2 (Penerbit: Universitas Pendidikan Ganesha,2017) diakses melalui https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270.Pada 10 oktober 2020, Pukul 12.20 wib 14Ngongare, Akuntabiitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Insfrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang 



8    5. Kartika et al,15 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja”. 6. Rahayu,16 2017melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang”.  7. Utami, Lensa Gusti (2020) Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dari ketujuh judul skripsi diatas bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul, namun yang paling mendekati adalah judul yang ketujuh. Hanya saja judul yang ketujuh membahas peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 sedangkan penulis meneliti UU No. 6 tahun 2014 

E. Penjelasan Istilah 1. Tranparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang public yang harus diketahui oleh masyarakat, pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.                                                                                                                                                      Selatan, Vol.5, No.1, 2016. Diakses melalui http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/18432.Pada 10 oktober 2020, pukul 12:40 wib. 15Kartika et al, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja, Vol.1, No.1, 2018.Diakses melalui https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/36212. Pada 10 oktober 2020, pukul 14:05 wib 16Depi Rahayu, Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang, Vol.6, No.2, 2017. Diakses melalui https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/22207.Pada 10 oktober 2020, pukul 15:50 wib. 



9    2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. 3. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 4. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 5. Siyasah merupakan sesuatu yang mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. 6. Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam istem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. 
F. Metode Penelitian  Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian topik di atas, gejala atau isu tertentu.  1. Pendekatan Penelitian  



10    Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif .Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih melihat dan menelaah karya-karya terdahulu dan skripsi yang sudah atau belum dipublikasikan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 2. Jenis Penelitian  Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh M. Nazir metode deskriptif kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian studi lapangan dan pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Siyasah Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kec. Kutepanang, Kab.Aceh Tengah). 3. Sumber Data Dalam proses pencarian data, peneliti mengumpulkan data dengan bentuk sekunder yaitu dari berbagai sumber data yang diambil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Sumber data tersebut dapat berupa website, artikel, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, buku, dan media sosial. Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan meneliti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang 



11    Nomor 6 tahun 2014 dan Siyasah Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kec. Kutepanang, Kab.Aceh Tengah). dan dikaitkan dengan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan. 4. Teknik Pengumpulan Data  Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : a. Observasi Yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti pada kantor Desa terkait Transparansi Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Siyasah Maliyah. Dan melakukan tinjauan langsung pada objek pembangunan seperti TPT MKCK Umum, Pagar Tanah Umum dan pembuatan rabat beton. b. Wawancara Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi mendalam mengenai topik permasalahan yang tertuang dalam daftar pertanyaan.17 Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan  mendatangi langsung ke desa Wihnongkal Toa maupun melalui via telepon pada masyarakat Kampung Wihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah  untuk mendapatkan informasi yang jelas sebagai subyek dari penelitian.18  Terkait dengan bentuk pelaksanaan yang dilakukan di kampung tersebut. c. Dokumentasi Adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar                                                            17Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 1999, Hlm 192 18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan.., hlm 194-195 



12    yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.  d. Uji Pustaka  Adalah sumber buku, mengulas (review) atau mengkaji pustaka, teori, konsep, model, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai landasan atau acuan dalam penelitian skripsi 5. Objektivitas dan Validitas data Objektivitas dan validitas data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.  Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini dapat diketahui lewat uji : a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya; b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain; c. Dependabilitas, yaitu keterulangan; d. Konfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasikan oleh orang lain. 6. Teknik analisis data Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.  Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan; yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Metode 



13    analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Siyasah Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kec. Kutepanang, Kab.Aceh Tengah). Kemudian dikuatkan dengan data-data yang berasal dari surat kabar dan internet yang menggambarkan keadaan saat ini. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dari penelitian ini. 7. Pedoman penulisan  Pedoman penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Al-Quran dan Terjemahannya Penerbit CV. Toha Putra Semarang, Tahun 1987 2. Buku pedoman penulisan skripsi, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Tahun 2019 
G. Sistematika Pembahasan Penulisan skripsi dengan judul Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: KampungWihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah). Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut: 



14    Bab Satu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab Dua mengenai transparansi pengelolaan dana desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan siyasah maliyah Bab tiga tentangtransparansi pengelolaan dana desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan siyasah maliyah Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang diperoleh. 



  15  BAB DUA 

LANDASAN TEORI TENTANG PENGELOLAAN DANA 

DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 

2014 DAN SIYASAH MALIYAH 

 

A. Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 

a. Definisi Desa Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.19                                                            19Rahayu, Depi. “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Economics Development Analysis Journal 6.(2017),  Hlm 2  



16  16  b. Definisi Dana Desa Dana desa ialah dana yang yang bersumber dari APBN yang diperuntuhkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten dan digunakan untuk membiyayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pengertian ini dapat di ambil kesimpulan dana desa diperuntuhkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dana desa diprioritaskan dalam membiayaan pembangunaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntuhkan untuk kegiatan operasional desa dan digunakan untuk belanja operasional anggota BPD. Untuk pembiyayaan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mendanai pengadaan sarana dan prasarana fisik serta digunakan untuk kelembagaan dan lain-lain.20 
c. Definisi Pemerintah Desa Pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.21 Pemerintahan desa merupakan kepala desa sebagai unsur penyelengaraan                                                            20Kadek Sinarwati, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, E-Journal SIAK,Vol : 8 No.: 2 Tahun 2017, hlm  52 21Amin Suprihatin,Pemerintahan Desa Dan Keluraha, Cempaka Putih.Klaten.2018, hlm 18  



17    pemerintahan desa.22 Sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 bahwa pemerintahan desa dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintah, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Akutabilitas, Efektifitas dan efesiensi, Kearifan lokal, Keberagamaan dan Partisipatif. Adapun Struktur Pemerintahan desa terdiri atas: a) Sekretaris Desa  Sekretaris desa adalah pemimpin dari sekretariat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemimpin pemerintah desa. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya di beriberbagai bidang, dibantu oleh unsur staf atau unsur pelayanan.  b) Pelaksana teknis lapangan  Pelaksana teknis lapangan adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan dan diatur lebih lanjut oleh kepala desa sesuai dengan asal usul desa. Pelaksana teknis lapangan ini mempunyai keanekaragaman istilah, karena disesuaikan dengan asal usuk dan sosial budaya masing-masing masyarakat. Misalnya : urusan pamong tani desa dan urusan pengairan (ulu-ulu).  c) Unsur kewilayahan  Unsur kewilayahan atau unsur pembantu kepala desa di wilayah kerja, mempunyai fungsi membantu kepala desa dalam melaksanakan sebagian tugas kepala desa di wilayahnya masing-masing di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Bidang tugas unsur wilayah ini diatur lebih lanjut oleh kepala desa, seperti unsur                                                            22Redaksi Sinar Grafik, Peraturan Lengkap Desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014,.Sinar Grafik,Jakarta,2017. hlm 2  



18    pelaksana teknis lapangan. Dalam unsur kewilayahan juga ada kemungkinan berbeda pengistilahannya antara wilayah yang satu dengan yang lain. Salah satu contoh istilah dari unsur kewilayhan tersebut adalah kepala dusun.23 
d. Definisi Transparansi Transparansi merupakan keterbukan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan, Transparansi memiliki beberapa dimensi. Tranparansi menurut Andri mustiko merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam suatu kegiatan. Prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan segala informasi yang berkaitan dengan performance serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan segala kegiatan secara tepat waktu dan akurat. Semenatara menurut YB. Sigit Hutomo bahwa pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar palaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Transparansi mempunyai karakteristik adanya tujuan yang telah ditetapkan,penentuan standard yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, mendorong penerapan atau pemakaian standarisasi dan mengembangkan standard operasional secara ekonomis.24 Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan di dalam institusi atau lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang akan diambil dalam institusi tersebut.                                                            23Amin Suprihatini.op.cit. hlm 24 24Irma Fatmawati, Hukum Yayasan Pendidikan ( Prinsip Transparansi Pengelolaan kegiatan Usaha Yayayan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 JO Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004), (Yogyakarta, CV Budi Utama,2020).  hlm 11 



19    Terdapat beberapa tranparansi dan tujuanya sebagai berikut ini:25 1. Transparansi Keuangan  Tranpransi keuangan ialah salah satu yang menjadi hal yang sangat penting dilakukan di dalam sebuah institusi atau lembaga publik karena tranparansi ini merupangan sektor paling penting yang mungkin akan diselewengkan. Dengan tujuannya menghindari terjadinya korupsi dan menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah institusi atau lembaga.  2. Transparansi Manajemen  Tranparansi ini dilakukan untuk menajaga siklus kerja yang sehat di dalam sebuah institusi atau lemabaga publik dengan tujuan mencegah terjadinya nepotisme dan menimalisir adanya tenaga kerja atau bidang yang tidak potensial di dalam institusi tersebut. Prinsip-prinsip Transparansi Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Ada enam (6) prinsip yang dikemukakan Humanitarian Forum Indonesia dalam transparansi yaitu sebagai berikut : 26 a. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksaan, proses pelaksaanan, serta bentuk bantuan atau program.  b. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. c. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum atau publik.                                                            25Niswatun Nafiah, Skripsi, Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Limbangan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: 2019), hlm 21 26wayan Irfan m. skripsi : “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaraan Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan way Panji Kabupaten Lampung”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,2017, hlm 18-19 



20    d. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksaanan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.  e. Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa. Adanya pedoman dalam melakukan penyebaraan informasi. 
2. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Adapun dasar hukum yang mengatur terkait dengan pengelolaan dana desa adalah UU No.6 Tahun 2014 Dalam BAB VIII UU No 6 Tahun 2014 yaitu mengatur tentang keuangan desa dan aset desa dan Dalam BAB IX yaitu tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.  
b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014. Definisi Keuangan Desa menurut Permendagri adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam Bab IV yaitu tentang pengelolaanPengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban.  



21    3. Ketentuan Pengelolaan Dana Desa Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 PP No.6 Tahun 2016 dana desa ialah dana yang yang bersumber dari APBN yang diperuntuhkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten dan digunakan untuk membiyayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.  Dari pengertian ini dapat di ambil kesimpulan dana desa dipertuntuhkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerinatahan, pelaksaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tetapi, dana desa dipriotiskan dalam membiayaan pembangunaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntuhkan untuk kegiatan operasional desa dan digunakan untuk belanja operasional anggota BPD. Untuk pembiyaan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mendanai pengadaan sarana dan prasarana fisik serta digunakan untuk kelembagaan dan lain-lain.27 Dengan disahkanya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemerian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelekasanaan pembangunan diaharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahaan seperti kesenajangan antara wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainya dapat diminimalisir. UU nomor 6 tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamantkan pemerinatahan desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki. Termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan                                                            27Kadek Sinarwati, Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, e-journal SIAK,Vol : 8 No.: 2 Tahun 2017, hlm 52  



22    keyakinaan milik desa, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa sebesar Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia.28 Dalam hal keuangan desa, pemerintahan desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksaan APB Desa dan Laporan pertanggung jawab Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan ; hingga pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerinatahan desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiataan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerinatahan desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangaannya sebagai wujud pertanggung jawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia ( SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Adapun ketentuan dari pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: a. Pokok-pokok pengelolaan keuangan desa Sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 maka yang disebut dengan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewabijan desa. Salah satu hak                                                            28 Dwi Novianto, Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa , Kalimantan Barat, CV Derwati Press, 2019). hlm 6-7 



23    desa adalah mendapatkan sumber pendapatan baik dari pemerintahan daerah yaitu bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Daerah. Sumber pendaptan desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kewajiban desa, yaitu : 1. Meningkat kualitas kehidupan masyarakat desa;  2. Mengembangkan pemberdayaan masyrakat desa;  3. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.  b. Asas dan Nilai Pengelolaan Keuangan Desa  Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu: 1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjamin hak semua pihak tanpa terkecuali untuk mengetahui keseuluruhan proses di tiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. 2. Akuntabel, Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap pelaksanaan kegiatan atau kinerja pemerintah/lembaga dan penggunaan anggaran mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawabannya dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggung jawaban. 3. Partisipatif, Asas partisipatif memiliki arti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintahan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 



24    penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban diwajibkan untuk melibatkan masyarakat secara luas, para pemangku kepentingan di desa, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/ kegiatan pembangunan di desa baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasinya. 
B. Pengelolaan Dana Desa Menurut Siyasah Maliyah 

1. Definisi Siyasah Maliyah Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.29 Menurut Ibn Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fatih Bahantsi, memberi batasan: Siyasah adalah kemaslahatan manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemasalahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqih siyasah anatara lain membicarakan tentang siapa sumber kekusaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan keusaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaanya. Berkenaan dengan luasanya objek kajian fiqih siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqih siyasah, dikenal beberapa pembagian fiqih siyasah Dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi beberap aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara hubungan antara warga negara dengan                                                            29Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist, (Al-ImarAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018), hlm 20 



25    lembaga negara, baik hubungan bersifat internal maupun eksternal antara negara dalam berbagai bidang. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajia fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lian-lain namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.  Fiqh Siyasah Maliyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur’an, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad SAW. Fiqh siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemeritahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.30 Fiqh siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasan. Dalam secara etimologi fiqh siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.31 Siyasah maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus                                                            30Nurcholis Madjid ,Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Poitik,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), hlm 273 31Jeje Abdul Rojak,Hukum Tata Negara Islam,(Surabaya:Uin Sunan Ampel Pres,2014), hlm 91 



26    diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.32 Contoh dari harta, rakyat dan kekuasaan ada pada Q.S At-Taubah Ayat 103:  MْOِ PْRُ MٌUَVَ WََXZَٰ[\َ َِّإن ۖ aْbِcَْ[dَ ِّf\ََو hَbِi abِc ِّjkَُXَو aُْھmُِّbnَُX ًpَqrَ\َ aْbِِs ٰZَOَْأ ٌacِ[dَ uٌcvِVَ ُ َّwوَٱ ۗ aُْbَّs Terjemahan: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Ayat diatas menjelaskan hubungan antara pemeritah, zakat dan harta, ayat ini menunjukkan adanya siyasah maliyah karena adanya faktor pemerintah yaitu kata  ْPRُ yaitu “ambilah” yang mengambil yaitu pemerintah, kemudian adanya harta yaitu pada kata  ْabِِs ٰZَOَْأ kemudian adanya faktor rakyat yaitu pada kata  ْaُھ  Dalam fiqih siyasah orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap selalu sabar, berusaha, dan berdoa mengaharap karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, diatur di dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, shadaqah, seperti di firmankan dalam QS. At-Taubah Ayat 60:    ِOhzَsْوَا MِcْUِ|ٰvَsْاۤءِ وَاmََ�ُ�[ِْs �ُqٰrَ َّ�sا hvََّ�ِا �ِ�ُ hَbcَْ[dَ Mَcِْ[ aٌcِْ[dَ وَاaُْbُiZُْ[ُq pَِ�َّs�َvُsْ وَ ِۗ وَاللهّٰ Mَ اللهّٰ ِّO ًp�َ�ْmَِ� ۗfِcِْ� َّ|sا Mِiْوَا ِ hَqبِ وَاh�َsْرMَcْOِِ وَ�ِْ� fِcِْ�Vَ اللهّٰ ِّmsا ٌacْUِ�َ  Terjemahan:                                                            32A.Djazuli,Op.cit hlm 277 



27    “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” Menurut Ibnu Katsir, Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya, perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya. Imam Muslim meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa yang mengatakan bahwa Nabi Saw. apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah ayahku (perawi) dengan membawa zakatnya, maka Rasulullah Saw. berdoa: Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Menurut Ibnu Abbas, doa tersebut menjadi rahmat untuk mereka. Sementara menurut Qatadah, ketentraman jiwa bagi mereka. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, zakat tersebut diperuntukkan bagi orang yang pantas menerimanya. Sedekah (zakat) yang dikeluarkan dari usaha yang halal, akan diterima Allah SWT dengan tangan kanan-Nya lalu Dia menjaanya untuk pemiliknya hingga sebiji buah kurma menjadi seperti Bukit Uhud. Hal ini menerangkan tentang harta yang dizakatkan akan mendatangkan keberkahan yang berlipat. Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang.33 Setelah Nabi Muhammad meninggal terjadi pembangkangan membayar zakat, Abu Bakar memerangi orang-orang                                                            33Shobirin, S.Ag, M.Ag,Jurnal Zakat Dan Waqaf, Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang, (Ziswaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014) hlm 198 



28    yang menolak membayar zakat. “Umar bin Khaththab menegurnya dengan hadis Rasulullah: “Sesungguhnya Saya pernah disuruh Rasulullah memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan kaimah “la ilaha illa Allah”. Barang siapa sudah mengucapkan kalimah “la ilaha illa Allah”, maka Allah menjaga harta dan darahnya, kecuali dengan “hak” nya. Semua urusannya ditangan Allah.”(H.R. Bukhari Muslim)  Atas dasar hadits nabi yang dipakai oleh Umar bin Khaththab untuk menegur Abu Bakar tersebut, kemudian Abu Bakar menjawab teguran “Umar, Demi Allah, sesungguhnya saya akan memerangi siapa saja yang membedakan salat dengan zakat. Sebab zakat termasuk “hak” atas harta”. Abu Bakar bertekad akan melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pendahulunya (Nabi Muhammad SAW), yaitu melaksanakan syari’at Islam, melaksanakan musyawarah, menjamin hak-hak umat secara adil, memelihara ketaatan rakyat kepada pemerintah secara limitatif selama pemerintah ta’at kepada Allah dan Rasul, melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar serta mendorong terwujudnya kehidupan taqwa. Pada tahun pertama Abu Bakar menjabat, langsung mendapat ujian, yaitu menghadapi ancaman yang timbul dari kalangan umat Islam sendiri. Ancaman ini kalau dibiyarkan akan menghancurkan bangunan struktur Islam dan tatanan kehidupan umat Islam yang dibangun oleh Nabi dengan susah payah maka segera diatasi. Setelah Nabi wafat tidak lama kemudian Abu Bakar terpilih jadi khalifah, saat itu, muncul kelompok-kelompok umat Islam di berbagai daerah menentang kepemimpinannya. Diantaranya ialah, ada sebagian orang yang sudah masuk Islam murtad kembali keagama mereka semula, ada kelompok umat Islam yang membangkang membayar zakat, dan ada sebagian orangorang yang mengaku menjadi nabi dan ada beberapa kabilah yang memberontak. Di samping ancaman dari dalam ancaman 



29    dari luar pun cukup rawan, yaitu dari Kaisar Romawi, Hiraclius, yang menguasai Syiria dan Palestina, dan Kishra Kerajaan Persia yang menguasai Irak. Dua kerajaan besar ini selalu bersekongkol dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. 
2. Sumber-Sumber Keuangan Dalam Islam a. Zakat Zakat hasil bumi ialah zakat yang dikenakan pada tanaman/tumbuh-tumbuhan. Besarnya adalah 10% apabila tanaman/tumbuh-tumbuhan itu disirami oleh hujan, tanpa memakai tenaga manusia, dan 5% apabila menggunakan tenaga manusia.34 Zakat harta adalah kewajiban setiap umat muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai (haul) tahun dan (nishab) batas minimalnya. Ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak diyaratkan sampai haulnya, tetapi hanya nisabnya saja. Kalangan ulama hanafiyah mensyaratkan bahwa muzakki haruslah baligh dan orang gila. Harta yang wajib dikelurakan zakatnya meliputi binatang ternak, emas dan perak, makanan pokok dan buah-buahan, hasil perniagaan dan harta rikaz (harta terpendam).  b. Khumus al-Ghana’im  Harta ghanimah adalah harta yang diperoleh umat islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta ghanimah ini diatur tersendiri oleh Allah dan Rasul-nya. Di samping ghanimah, terdapat dua bentuk rampasan lain yang diperoleh dari musuh. Pertama, salb, yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara muslim yang berhasil mengalahkan/ membunuhnya. Kedua fai, yaitu harta musuh yang                                                            34A.Djazuli, fiqih siyasah,(Bandung:PRENADA MEDIA,2003), hlm 336  



30    diperoleh tanpa peperangan. Ini merupakan konsesi yang diberikan oleh pihak musuh yang tidak mau tunduk kepada islam dan tidak melawan.35 c. Fai  Seperti uraian di atas, fai adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya, harta fai dibagikan untuk pasukan islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah,rasul karib kerabat rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.  d. Jizyah  Jizyah adalah iuran negara (dharibah) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama.36 e. Usyur al-Tijarah  Usyur al-tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pandangan non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara islam. Dalam negara islam,kebijaksanaan pemberlakuan pajak perdagangan ini dimulai pada pemerintahan khalifah umar ibn al-khaththab. Ketika wilayah kekuasaan islam masanya mengalami perluasan yang pesat, sebagian kaum muslimin melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara non muslim. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan internasional hingga saat sekarag.  f. Kharaj Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat islam. Kharaj pertama                                                            35Muhammad Iqbal, op.cit. hlm 321 36A.Djazuli, fiqih siyasah,(Bandung:Prenada Media,2003),  hlm 359  



31    kali dikenal dalam Islam setelah perang Khaibar. Pada saat itu Rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi khaibar untuk memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintahan Islam.37 
3. Pengelolaan Keuangan Dalam Islam a. Pengelolaan keuangan di zaman Rasulullah saw Sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam dewan perwakilan rakyat yang dinamakan darun nadwah. Setelah dilantik sebagai Rasul, mengadakan semacam lembaga tandingan yang disebut darul arkam, namun lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan, dan akhirnya Rasulullah saw. hijrah ke Yastrib (Madinah). Di sana beliau menjalankan beberapa program, yaitu: Pertama, mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Quba yang berfungsi selain tempat ibadah juga sebagai sentral kegiatan kaum muslimin. Kedua, membentuk lembaga persatuan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.Ketiga, pembangunan masjid yang lebih besar, yaitu Masjid Nabawi yang menjadi pusat sentral pemerintahan.38Kemudian dilanjutkan penertiban pasar.Dalam hal ini Rasulullah diriwayatkanmenolak membentuk pasar yang baru yang khusus untuk kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan dengan sunnatullah. Demikian halnya dalam penentuan harga, begitu pula tidak ada bukti sejarah menunjukkan bahwa Nabi saw. menciptakan mata uang sendiri.39Selain program tersebut, Nabi sawjuga mendirikan antara lain: 1) Pendirian Baitul Mal                                                            37Muhammad Iqbal,op. cit. hlm 327   38M. Syafi’i Antonio dan Cecep Maskanul Hakim, “Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah,” Makalah (Bandung: ICMI, Pebruari 1995), hlm 4-7. 39 Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islami, (Ed. 1; Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm 5 



32    Pendirian Baitul Maal ini adalah sesuatu yang revolusioner yang merupakan pembentukan lembaga penyimpanan. Fungsi Baitul Maal ini serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang, juga berfungsi sebagai Menteri Keuangan atau Bendahara Negara pada masa kini, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya sekedar berfokus kepada pengaturan suplai dan moneter, tetapi seiring dengan keperluan zaman kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan.40Hal ini terlihat Baitul Maal pada masa tersebut sebagai proses siklus dana masyarakat, yang terkumpul dari zakat, wakaf, sedekah, infak dan sebagainya. 2) Wilayatul Hisbah Konsep ini adalah sistem pengawasan atau kontrol oleh negara yang langsung dipegang oleh Rasulullah saw. Hal ini sejalan dengan apa yang ada pada saat ini, yaitu enforcement agency. Suatu riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar. Begitu pula diriwayatkan Rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Jika dicermati dengan adanya lembaga semacam ini, maka aktifitas-aktifitas perekonomian dan muamalat dapat terawasi dan terkontrol, sehingga tidak menjadikan dunia usaha dan bisnis dikuasai oleh pihak tertentu saja. b. Pengelolaan keuangan zaman Khulafa al-Rasyidun Pada zaman Khulafa al-Rasyidun, tradisi yang dibangun oleh Rasulullah tetap diteruskan dan dikembangkan.Dalam hal ini, kebiasaan musyawarah dalam mengambil keputusan dilaksanakan. Pada masa                                                            40 Hasanuzzaman, Economic Function of an Islamic State (Leicester: The Islamic Foundantion, 1991),hlm 138 



33    pemerintahan Umar bin Khattab, sistem pengadministrasian baitul maal makin tertata baik dan juga pembentukan dewan-dewan. Selain itu meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya.Begitu pula pada masa pemerintahan Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib bahwa kebijakan yang telah diambil pada masa pemerintahan sebelumnya tetap diteruskan.Dalam artian, bahwa pada masa khalifah al-rasyidun, kesejahteraan masyarakat sangat serius diperhatikan denganmemfungsikan secara maksimal pendapatan dan penerimaan pada baitul maal tersebut.Posisi baitul maal pada era itu sebagai sebuah kebijakan fiskal dalam perekonomian umat pada saat itu.Bahkan baitul maal memiliki peran yang strategis dalam perekonomian negara. c. Pengelolaan keuangan pada masa dinasti-dinasti Pada masa dinasti Umayyah, fungsi dari baitul maal tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun perkembangan perekonomian terlihat sangat maju pada pemerintahan Umar bun Abdul Azis, di mana sekitar 2,5 tahun masa pemerintahannya, beliau mampu mendistribusikan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga menurut info sejarah, karena sejahteranya rakyat pada masa itu, maka susah dicari orang yang menerima zakat. Setelah dinasti Ummayah runtuh digantikan dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan pola- pola ekonomi yang menyebabkan karena adanya kebijakan dari salah satu khalifahnya untuk menciptakan standar uang bagi kaum muslimin. Hal ini dilakukan karena ada kecenderungan orang menurunkan nilai uang emas dan perak, serta mencampurkannya dengan logam yang lebih rendah. Setelah dinasti Abbasiyah runtuh kemudian berganti dengan Turki Saljuq di Asia Tenggara, Sasanid di Cordova, dan Fathimiyah di Mesir dan terakhir Turki Utsmani di Istambul.Selama pemerintahan dinasti-dinasti tersebut, fungsi baitul maal berkembang menjadi perbendaharaan 



34    negara dan pengatur kebijakan fiskal dan moneter.Selain itu kekayaan baitul maal berupa uang emas dan perak juga tidak berubah. d. Pengelolaan keuangan syariah modern Pengelolaan keuangan Islam modern dimulai dengan didirikannya sebuah bank dengan simpanan lokal (local saving bank) yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi Sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Nagar.41 Walaupun beberapa tahun kemudian bank tersebut tutup, akan tetapi mengilhami konferensi ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB)yang merupakan tindak dari rekomendasi yang lahir dari konferensi tersebut.Setelah itu muncul bank-bank komersial yang transaksi-transaksinya didasarkan pada ajaran Islam.Selain itu terbuka pula lembaga-lembaga pendukung seperti asuransi Islami (takaful), pasar modal Islami (fund manager-fund manager Islam) dengan kreteria investasi yang sesuai dengan syariat Islam. 
4. Transparansi Pengelolaan Dalam Islam Transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desadalam perspektif hokum Islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Mengenai bentuk akuntabilitas tersebut dapat kita lihat dalam firman allah surat al-ahzab ayat 72-73:   hَbَ�[ْvِ�َّْ� َْان Mَcَْiَhَ�Zٰvٰتِ وَاْ�رَْضِ وَاhَ��ِsْلِ  َّ|sا �َ[dَ َpَ�hOََ�ْا hَ��ْmَdَ hَّ�ِا ُ بَ اللهّٰ ِّPzَُcِّs ()   ۙ�ًZُْb�َ hOًZُْ[َنَ ظhjَ �َّٗ�ِنُۗ اh|َ�ْ  Ahmad An-Nagar, Muhafadzah wal Mu’asarah: Dirasah fil Masrafiyyah Laa Ribawiyyah (Kairo: Dar al-Kutub, 1985), hlm 10 41                                                           وَاَْ �hَb�ْOِ Mَ�َْ وhَbَ[vَ�ََ اْ�ِ



35     Mَcِْ�Oِ�ْvُsْا �َ[dَ ُ hvًcْ�ِاMَcِْ�ِ��ٰvُsْ وَاvُsْٰ��ِٰ�ِ� وَاMَcْ ِjmِ¢ْvُsْ وَاjٰmِ¢ْvُsِْ� وَ�َ¡Zُْبَ اللهّٰ ُ َ£�Zُْرًا رَّ  Terjemahan: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang- orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Al-‘Aufi berkata dari Ibnu Abbas : “yang dimaksud dengan al-Amanah adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada adam akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Lalu allah berfirman kepada adam : “aku memberikan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Apakah engkau sanggup untuk menerimanya?’’ dia menjawab: “ya rabb-ku, apa isi nya?” allah berfirman: “ jika engkau berbuat baik, engkau akan diberi balasan. Dan jika engkau berbuat buruk, engkau akan disiksa.” Lalu adam menerimanya dan menyanggupinya. Itulah firman allah “dan pikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.42Firman allah: “sehingga allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.” Yaitu nak adam bersedia menanggung amanah ini, yakni berupa taklif, sehingga allah mengadzab orangorang munafik laki-laki dan perempuan diantara mereka. Mereka itu                                                            42Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010), hlm 121 وَاOِ�ْvُsْٰ�ِ�ۗ وhjََنَ اللهّٰ



36    adalah orang-orang yang menampakkankeimanan, karena takut terhadap lingkungannya serta menyembunyikan kekafiran karena mengikuti lingkungannya.“dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.” mereka adalah orang- orang yang zhahir dan batinnya musyrik kepada allah dan melanggar rasul-nya. “dan sehingga allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.” Agar allah menyayangi orangorang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman kepada allah, para malaikatnya, kitabkitabnya, dan para rasulnya serta mengajarkan ketaatan. “dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang.” Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam alqur’an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati ulil amri dalam surah an-nisa ayat 58 sebagai berikut:  �َٰsِتِ إhَ�hOََ¥ْوا ا َ �َ¨aْjُmُOُْ أنَْ Xَُ�دُّ َ hjَنَ mًc�َِi hzًcvِVَاأھَْ]hَbِ وَإذَِا Mَcَْi aُْ¡vْUَ�َ اhَّ�sسِ أنَْ إنَِّ اللهَّ i aْUُُ«zَِ� hِِ� ۗ إنَِّ اللهَّ َّvzِ�ِ َ  ”.ZvُUُ�َْX Terjemahan:  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihatا rْzَsْhِiلِ ۚ إنَِّ اللهَّ



37    Pesan dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya. Kemudian dijelaskan juga dalam QS. An-Nisa' Ayat 29:    Mْdَ  ًرَةh�َِX َنZْUُXَ َْان ٓ ا اZَOَْاhَ�sْhِi aْUَُ�cْiَ aْUَُsطfِِ اِ�َّ ٓZُْ[jُْ¨َX �َ اZُْ�Oَٰا Mَ�ْPَِّsا hَbُّ�َhٓ�ٰhvًcْ�َِر aْUُِi َنhjَ َ ا اَْ��َُ|aْUُۗ  انَِّ اللهّٰ ٓZُْ[ُ¡�َْX �ََو ۗ aْUُ�ْ ِّO ٍاضmََX Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada hambahamba-Nya yang beriman supaya tidak melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan Ibn Katsir berdasarkan riwayat Ibn ‘Abbas adalah bahwa seseorang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, “Jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai 



38    satu dirham”. Maka, turunlah ayat di atas yang melarang perbuatan semacam itu.43 Bila sebab turunnya ayat di atas digunakan sebagai jalan mengetahui fenomena sosial suatu masyarakat, terlihat bahwa pada masyarakat saat itu telah teridentifikasi adanya perilaku bathil dalam mencari harta Hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan adanya perilakuperilaku bathil lainnya yang sejenis, termasuk perilaku ghulul (penggelapan). Ibn Katsir menerangkan bahwa ayat ini merupakan larangan memakan harta orang lain secara bathil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan, seperti riba dan judi, serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu.  Digambarkan dalam Al-Qur’an berkenaan perilaku pemuka-pemuka Yahudi Madinah. Meskipun perilaku ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, setidaknya hal ini merupakan cermin perilaku sosial masyarakat Madinah saat itu, sebelum kemudian secara berangsur-angsur dikikis habis oleh ajaran Islam. Allah SWT berfirman:  “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (at-Taubah [9]: 34)  Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian besar pemuka agama kaum Yahudi dan ahli ibadah kaum Nasrani, memanfaatkan agama, kedudukan dan kepemimpinannya atas umat untuk memperoleh pendapatan, hadiah                                                            43 Abi al-Fida Isma’il Ibn Katsir, Tafsîr Al-Qur’an al-‘Azhîm (Kairo: Maktabah al-Tsaqâfi, 2001 M), hlm 468 



39    dan berbagai jenis pajak yang dipersembahkan kepada mereka. Dengan kata lain, mereka memanfaatkan berbagai posisi yang melekat pada diri mereka untuk mengeruk keuntungan pribadi, padahal seharusnya sebagai pemuka agama mereka melayani dan mengurus umat, bukan mengeksploitasinya, dalam lingkup masyarakat muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw pun masih didapati orang-orang semacam ini. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur’an:  “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang itu), maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalsan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Âli ‘Imrân [3]: 161)  Pandangan al-Khazin ini senada dengan pandangan M. Quraish Shihab bahwa ayat 161 surat Âli ‘Imrân/3 ini tengah memberikan pernyataan secara jelas tentang kesucian Nabi SAW. dari segala jenis pengkhianatan, sekaligus menetapkan ke amanahan beliau dalam segala hal termasuk dalam hal membagi harta rampasan perang. Bila sedemikian jelas hal ini, jikalau ada bagian harta rampasan perang yang hilang berarti yang mengambilnya adalah umatnya (sahabat yang tidak amanah). Indikasinya adalah ketergesaan pasukan pemanah meninggalkan markas karena dalam hati mereka tersimpan kekhawatiran Nabi SAW. tidak membagi rampasan perang secara adil, yang karenanya mereka menyembunyikan apa atau sebagian yang diambilnya dari rampasan perang.44 Secara lebih spesifik, fenomena ghulul (penggelapan) harta dengan pelakunya petugas yang diangkat oleh Rasulullah SAW. yang istilah                                                            44 M. Quraish Shihab, Tafsîr al-Mishbâh Pesan: Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 264 



40    sekarang disebut pejabat publik, juga didapat dari informasi hadits-hadits, di antaranya: Dari Abu Hamid as-Saidi, dia berkata:  “Rasulullah SAW memperkerjakan seseorang dari kabilah al-Azad yang bernama Ibn Lutbiyyah untuk mengurusi zakat. Setelah selesai bekerja, dia datang dan berkata, “Ini hak anda, dan ini hadiah dari orang untuk saya”. Maka, Rasulullah SAW berdiri di mimbar dan bersabda, “Bagaimana urusan seorang pegawai yang saya tugaskan untuk menangani sebuah pekerjaan”, lalu dia berkata, “Ini hak anda dan ini hadiah dari orang untukku ?”. “Maka mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, kemudian menunggu apakah akan ada atau tidak orang yang datang memberinya hadiah ? Demi Dzat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah salah seorang di antara kamu mengambil sesuatu melainkan pada hari kiamat ia akan datang sambil memikul sesuatu itu, baik berupa unta yang menderum, atau sapi yang mengemoh, atau kambing yang mengembik”. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau, lalu bersabda, “Ya Allah, sungguh saya sudah menyampaikan risalah”. Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali.” (HR Ahmad). Kemudian Ishaq ibn Isa telah menceritakan hadis kepada kami, Isma’il ibn Ayyasy telah menceritakan hadits kepada kami, dari Yahya ibn Sa’id, dari Urwah ibn al-Zubair, dari Abi Humaid al-Sa’idi, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hadiah yang diterima para pejabat atau pemegang kebijakan adalah ghulul (korupsi). (HR. Ahmad) Peradaban Islam pada masa Umar bin Khatab.45 Dikutip dari buku karya Muhammad Husain Haikal, Umar sang Amirul Mukminin pernah mengirimkan pejabatnya ke orang-orang Arab pedalaman. Kepada                                                            45 Fita Love Risa, Skripsi: “Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab” (Bengkulu:Iain Bengkulu, 2019) hlm 30  



41    mereka Umar berkata, "Perlakukanlah semua orang di tempat kalian itu sama. Yang dekat seperti yang jauh dan yang jauh seperti yang dekat. Hati-hatilah terhadap suap dan menjalankan hukum karena hawa nafsu dan bertindak di waktu marah. Tegakkan dengan benar walaupun sehari hanya sesaat." Sebagai pemegang pucuk kepemimpinan kaum Muslimin, Umar merasa bertanggung jawab kepada hati nuraninya dan kepada Allah SWT. Dia memiliki beban untuk menegakkan keadilan di segala tempat. Umar merasa jika ada pejabatnya di ujung dunia mana pun yang merugikan seseorang maka dialah yang berbuat zalim. Umar pernah berkata, "Bagaimana kalau saya menempatkan orang yang terbaik yang saya ketahui atas kalian lalu saya perintahkan dia berlaku adil. Sudahkah saya menjalankan tugas saya?" Mereka menjawab: "Ya." Umar segera merespons jawaban mereka, "Tidak. Sebelum saya melihat sendiri pekerjaannya, dia melaksanakan sendiri pekerjaannya, dia melaksanakan apa yang saya perintahkan atau tidak." Tidak mengherankan jika Umar mengawasi pejabatnya begitu ketat. Kita bisa lihat bagaimana Umar memecat Khalid bin Walid dan upayanya menyelidiki Amr bin Ash. Ketika berada di Syam, Abu Ubaidah dikisahkan sempat memberi kelapangan kepada keluarganya. Setelah Umar mengetahui, penghasilannya di kurangi sehingga raut wajah Abu Ubaidah berubah pucat.Setiap musim haji, Umar mengumpulkan para pejabatnya di Makkah. Amirul Mukminin bertanya tentang tugas-tugas mereka. Umar pun menginginkan para pejabatnya untuk jeli dalam menjalankan kewajiban.Tidak hanya itu, Umar menginginkan agar mereka berintegritas. Umar menanyakan bagaimana mereka menggunakan penghasilan untuk diri sendiri dan keluarganya. Umar pun menghitung kekayaan semua pejabat sebelum dan setelah memangku 



42    jabatan. Adakalanya kekayaan itu dirampas sambil mengatakan kepada mereka: "Kami mengirim kalian sebagai pejabat, bukan sebagai pedagang!" Meski demikian, ketatnya pengawasan Umar tak dimaksudkan untuk merendahkan dan melemahkan kewibawaan mereka. Para gubernur diberi kekuasaan penuh. Keputusan-keputusan mereka bahkan berlaku sama dengan kekuasaan Umar. Dengan catatan, sepanjang mereka menjalankan keadilan dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai Alquran dan Sunnah.



  43  BAB TIGA 
ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI 

KAMPUNGWIHNONGKAL TOA, KECAMATAN 
KUTEPANANG, KABUPATEN ACEH TENGAH 

 
A. Profil KampungWihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, 

Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah sebesar 4.318,39 Km². Secara administratif  Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan, 295 Desa/Kampung. Kecamatan Kutepanang  merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Kampung Wih Nongkal Toa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Kampung Wih Nongkal Toa berdiri pada tahun 1950 dan dihuni oleh penduduk yang bermigrasi dari Takengon, Aceh Tengah.Kampung Wih Nongkal Toa memiliki wilayah perkebunan yang subur dan luas, strategis dan mudah dijangkau. Nama kampong Wih Nongkal Toa diambil karena kampong tersebut memiliki sumber mata air yang mengalir, sehingga kampong ini diberi nama “Wih Nongkal Toa” yang berarti sumber mata air.Sumber mata pencarian masyarakat Desa Wih Nongkal Toa didominasi oleh sektor pertanian.  Masyarakat Kampung Wih Nongkal Toa aktif dalam kegiatan rutin, seperti pengajian yang diadakan satu kali setiap minggu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilaksanakan secara bergiliran. Untuk anak-anak, Kampung Wih Nongkal Toa memiliki 1 TPA yang aktif yaitu TPA Darul Iman Titi Mas dengan jadwal kegiatan yang dilaksanakan tiga kali seminggu yaitu pada hari selasa, rabu dan kamis dengan pengajar yang berasal dari Kampung Wih Nongkal Toa dimana terdiri dari dua orang ustadzah dan dua orang ustadz. Kampung Wih Nongkal Toa memiliki satu kelompok kepemudaan yaitu Pemuda Pemburu Hama (Babi). Selain 



44    itu juga ada kegiatan gotong royong sekali seminggu yang biasanya dilaksanakan pada hari Jumat selama setengah hari. Desa Wih Nongkal Toa memiliki satu Mushalla. Mushalla biasanya digunakan masyarakat untuk kegiatan keagamaan seperti beribadah, pengajian dan sebagainya.Kondisi jalan sudah beraspal hanya saja sebagian jalan agak sedikit rusak. Keadaan rumah penduduk sudah lumayan memadai yaitu 20% semipermanen dan sisanya rumah kayu. serta keadaan kamar mandi terletak di dalam rumah. Hal ini juga diakibatkan oleh faktor ekonomi keluarga. Pendidikan anak-anak Desa Wih Nongkal Toa ini rata-rata hanya lulusan SMA dan hanya sebagian kecil yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi.Kampung Wih Nongkal Toaterdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Antara, Dusun Rahmat dan Dusun Musara Ate. Luas wilayah Kampung Wih Nongkal Toa adalah ±19000 Ha yang termasuk dari pemekaran dari dedingin. 
1. Wilayah KampungWihnongkal Toa Tabel 1 Batas Wilayah Utara Kalanongkal  Timur Atugugup  Selatan Dedingin  Barat Bukit Rata 

 

2. Visi dan Misi KampungWihnongkal Toa a. Visi 



45    Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi mewujutkan kinerja yang baik.Menimbulkan inspirasi dan siap mengahadapi tantangan. Gambaran yang idealitis dan kredibel dengan masa depan yang menarik.Kemudian Mewujutkan desa Yang Makmur dan Mandiri yangBerlandaskan Syari’at Islam. b. Misi Memperbaiki dan membangun sarana dan prasarana infrastruktur kampung,Membangun rumah warga yang belum layak huni, Membangun usaha kampung guna meningkatkan kemakmuran dan penyerapan membangun usaha kampung guna meningkatkan kemakmuran dan penyerapan tenaga kerja. Meningkatkan pelayanan masyarakat. Meningkatkan fungsi pemuda menopang dan menunjang pembangunan kampung. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PKK.  Menggalakan kelompok pengajian seperti pengajian Dusun, pengajian Anak-Anak, Pusfita, Ulama dan Umar dan BKMT.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui PAUD dan TK. Meningkatkan sarana dan prasarana agama. Meningkatkan kesehatan warga melalui peningkatan peran posyandu dan bidan desa. 
3. Penduduk KampungWihnongkal Toa Mayoritas penduduk Kampung Wih Nongkal Toa berasal dari Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Bentuk topografi wilayah Kampung Wih Nongkal Toa yaitu dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan gunung. Kampung Wih Nongkal Toa memiliki jumlah total penduduk sebesar 400 jiwa (empat ratus) yang terdiri dari 96 KK dan tersebar dalam 3 dusun dengan rincian sebagai berikut:  



46    Tabel 2 Kependudukan Uraian Jumlah (jiwa) KETERANGAN Penduduk 148 jiwa Laki-laki  210 jiwa Perempuan  400 jiwa Jumlah Penduduk Jumlah KK 96 KK  Jumlah Rumah 96 Rumah   Tabel 3 Sarana Dan Fasilitas Umum Kampung Wihnongkal Toa No Fasilitas Jumlah  1 Meunasah  1 2 Poskamling 1  Tabel 4 Sarana dan Fasilitas Pendidikan Kampung Wihnongkal Toa No  Fasilitas  Jumlah  1 Paud  1 2 TPA 1 
 
 
 
 



47    a. Pendidikan Dalam segi pendidikan Kampung Wih Nongkal Toa memiliki minat pendidikan yang tinggi namun ketersediaan fasilitas pendidikan yang belum memadai. Kampung Wih Nongkal Toa memiliki satu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Jumlah siswa di PAUD tersebut sebanyak 50 siswa. Jumlah pengajar di Kampung Wih Nongkal Toa sebanyak tiga orang pengajar berasal dari desa tersebut. Kampung Wih Nongkal Toa juga memiliki lembaga pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Proses belajar-mengajar di TPA dimulai pada pukul 14:00 WIB. Ditinjau dari tingkat pendidikan Kampung Wih Nongkal Toa sudah cukup baik dimana hanya sebagian besar warga masyarakat yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan setelah tamat Sekolah Menengah Atas. Masalah  yang terkait dengan  pendidikan yaitu kurangnya sarana pendidikan yang memadai, yaitu belum adanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di gampong tersebut. Jarak yang ditempuh siswa menuju SMP dan SMA ± 2 km dengan menggunakan kendaraan pribadi. b. Agama Dari keseluruhan masyarakat Kampung Wih Nongkal Toa 100% beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari adanya tempat peribadahan (mushalla) kemudian adanya TPA yang dipimpin oleh tengku setempat dan adanya rutinitas pengajian tiga kali dalam seminggu yaitu diadakan pada hari selasa,rabu dan kamis. Warga desa ini selalu memberikan respon positif terhadap segala hal yang menyangkut dengan keagamaan dan warga akan selalu berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tersebut. Terkait dengan keagaman di Kampung Wih Nongkal Toa tidak memiliki permasalahan yang terlihat dikarenakan dilihat dari beberapa 



48    kegiatan tentang keagamaan yang rutin dilakukan sehingga permasalahan-permasalahan tentang agama tidak ada. c. Ekonomi Dari segi ekonomi, mata pencaharian utama masyarakat Kampung Wih Nongkal Toa adalah petani kebun kopi.Mayoritas mata pencarian masyarakat Kampung Wih Nongkal Toa terutama petani kopi.Selain petani kebun kopi, masyarakat juga bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan, tetapi usaha ini tidak dikembangkan sebagai usaha untuk pendapatan utama. Kampung Wih Nongkal Toa memiliki potensi alam utama yang dimiliki Kampung Wih Nongkal Toa yaitu kopi dan sayur-mayur yang memiliki potensi jual beli yang dikembangkan sebagai mata pencaharian masyarakat di desa tersebut. Sumber pengembangan dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana pengembangan gampong dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan pembangunan gampong yaitu dana APBN, dimana dana ini juga digunakan untuk gaji para Aparatur Gampong dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) termasuk pembuatan jalan dan pembangunan parit pinggir jalan. Masalah dalam bidang perekonomian di Kampung Wih Nongkal Toa yaitu tidak adanya pembentukan struktur dibidang keuangan. 
 Tabel 6 Data Penduduk Kampung Wihnongkal Toa Berdasarkan Menurut Mata Pencaharian No Mata Pencarian Presentase (%) 1 Petani 96 2 Buruh 4 



49     4. Struktur Organisasi Kampung Wihnongkal Toa Struktur organisasi pemerintah Kampus Wihnongkal Toa didasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yaitu : 1. Reje 1 orang 2. Sekretaris 1 orang 3. Bendahara 1 orang 4. Kepala dusun 3 orang 5. Imam 1 orang Berikut struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Wihnongkal Toa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A. B 

 

Kepala Desa Ismail Nurdin Sekretaris Desa Dewi Sartika Imam Kampung Rusdi Bendahara Desa Khadis Kepala Dusun I Mhd Amin Kepala Dusun II Hairun Kepala Dusun III Winda Afrizal 



50    B. Bentuk Pengelolaan Dana Desa di Kampung Wihnongkal Toa Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembanggunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa berumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.46 Pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bapak Ismail mengatakan bahwa mereka memberi tahu ke setiap kepala dusun di awal tahun untuk di adakannya musyawarah permasing-masing dusun untuk apa saja yang dibutuhkan masyarakat kemudian data diinfut ada yang digunakan untuk pembangunan, pembinan dan pemberdayaan, setelah data di di infut seluruhnya selanjutnya di adakan musywarah dengan BPK (Badan Permusyawaratan Desa) di ambil dengan segala frioritas  yang di ambil dengan kebutuhan masyarakat  dan desa. Seperti pembangunan mck dan yang lainnya. Dan kemudian dalam hal pembinaan berupa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat                                                            46 Dwi Novianto, Peraturan Pemerintahan Tentang DANA Desa, Kalimantan Barat : CV Derwati Press, 2019. Hlm80 



51    contohnya dan dalam hal pertanian di rumuskan dengan rapat perwakilan masyarakat dan anggota BPK dan di dapatkan titik temu.47 Berikut adalah alur musyawarah di kampung Wihnongkal Toa:           Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah Dusun (Musdus) merupakan tahapan awal pertama didalam menjalankan perencanaan untuk mendapatkan hasil efesien yang dilakukan kepala dusun dan masyarakat kemudian dilakukan musyawarah tingkat kedua yaitu musyawarah desa (Musdes) bersama perwakilan masyarakat untuk medapatkan infomasi dari masyarakat hal-hal apa saja yang di butuhkan dan telah di musyawarahkan di dusun untuk mendapatkan kedepannya setelah itu dilakukan musyawarah ketiga yaitu musrembang yang dilakukan kepala desa bersama dengan BPK dan perwakilan masyarakat untuk membahas dan membuat keputusan akhir oleh kesepakatan bersama. Pada pasal 78 ayat (92) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, pelaksanaan dan                                                            47 Hasil wawancara dengan Bapak  Ismail sebagai Kepala Desa Wihnongkal Toa pada tanggal 8 November  2021 di kantor desa Wihnongkal Toa  Kedua Musyawarah Desa (Musdes) Ketiga  MusyawarahRencanaPembangunan ((Musrembang)  Pertama Musyawarah Perdusun 



52    pengawasan. Dan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.48 a. Perencana   Dalam proses perencanaan pembangunan kampung wihnongkal toa sesuai dengan kewenanganya dengan menggacu pada perencanaan kabupaten/kota perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalaui musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) yaitu : Rencana pembangunan jangka mengengah desa (RPJMdESA) dan Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa.49 Bapak ismail  mengatakan bahwa Tahap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari angaran desa dilaksanakan dengan padat karya tunai yang mana artinya pelaksanaan ini tidak bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh satu kelompok dengan sistim padat karya tunai, dan pengeluaran pembangunan desa ini dilakukan pembayarannya kepada pekerja dilakukan perhari atau perminggu kepada pekerjaanya. Pada tahun 2019 telah dilaksanan pembangunan TPT MCK UMUM dan pembangunan pagar tanah umum dan lainnya.50                                                            48Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan DESA. 49Kian Putri.Buku Pintar Kwenangan Desa dan regulasi Desa. (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.2019. Hlm 11 50Hasil wawancara dengan Bapak Ismail sebagai kepala desa Wihnongkal Toa pada tanggal 18 november 2021 di kantor desa 



53    Dapat kita ambil kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa Kampung Wihnongkal melakukan penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksaanaan pembangunan dengan sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya pemerintahan yang baik, dan dengan sistem ini pengelolaan keuangan di kampung Wihnongkal Toa memungkinkan transparansi itu akan terjamin dan diketahui oleh masyarakat . b. Pelaksanaan   Setelah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa selesai dilaksanakan oleh perangkat kampung wihnongkal toa, proses selanjutnya adalah mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat kampung atau unsur masyarakat Desa oleh kepala Desa yaitu Pelaksanaan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka menjalankan hasil perencanaan yang sudah dimusyawarahkan harus melalui rekening desa semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan di desa sebagaimana yang dibutuhkan.51 Bapak ismail  mengatakan bahwa Tahap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari angaran desa dilaksanakan dengan padat karya tunai yang mana artinya pelaksanaan ini tidak bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh satu kelompok dengan sistim padat karya tunai, dan pengeluaran pembangunan desa ini dilakukan pembayarannya kepada pekerja dilakukan perhari atau perminggu kepada pekerjaanya. Pada tahun 2019 telah dilaksanan pembangunan TPT MCK UMUM pada tahap pertama sebesar 25.425.000 dan pada tahap kedua 13.326.000,  kemudian                                                            51Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 



54    pembangunan pagar tanah umum pada tahap pertama sebesar 16.750.000 dan pada tahap kedua sebesar 30.634.000 dan pembangunan jalan rabat beton sebesar 67.896.000.52 Dapat kita ambil kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa Kampung Wihnongkal melakukan penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksaanaan pembangunan dengan sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya pemerintahan yang baik, dan dengan sistem ini pengelolaan keuangan di kampung Wihnongkal Toa memungkinkan transparansi itu akan terjamin dan diketahui oleh masyarakat. c. Penatausahaan Bersadarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bagian Ketiga Penatausahaan Pasal 35 bahwa penata usahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaraan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bapak khadis mengaktakan bahwa benar setelah adanya pemasukan dan pengeluaran dana desa kami selaku bendahara dan operator kami melalukan pendataan dimulai dari pemasukan berapa dana desa yang masuk dan pengeluaran dana desa yang digunakan untuk penyelengaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat, dana tersebut diambil dan dibagi secara merata.53                                                            52Hasil wawancara dengan Bapak Ismail sebagai kepala desa Wihnongkal Toa pada tanggal 18 november 2021 di kantor desa 53Hasil wawancara dengan bapak khadis sebagai bendahara desa wihnongkal toa pada tanggal 18 november 2021 di kantor desa 



55    Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penata usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa digunakan dengan secara merata mulai dari penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaaan kepada masyarakat desa. Pemerintah desa sangat berperan penting dalam melakukan pencatan baik itu penerimaan maupun penggeluaran , yang dilakukan secara terperinci di dalam buu kas umum. Dengan adanya pencatatan yang baik dengan akan mudah melakukan pelaporan hasil kegiatan selama menjalakan penyelenggaraan pemerintah. d. Pelaporan  Setelah dilakukannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan pastilah mengahsilkan pelaporan beradasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bagian Keempat Pelaporan Pasal 37 kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan yaitu laporan semester pertama dan laporan semster akhir tahun. Laporan semester pertama sebagaimana  dimaksud pada semester pertama yaitu berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksaanaan APBDesa sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester tahun sebagaimana dimaksut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.54 Bapak Ismail mengatakan bahwa Setelah perencanaan APBDesa selesai dibuat rincian yang dibutuhkan dan akan dikerjakan berapa pengeluaran pelaporan kepada bupati dibuatnya Surat Pertangung Jawaban (SPJ) seperti aturan-aturan berlaku dan diserahkan ke DPM dan seterusnya yaitu ke spktorat tim pengawas.55                                                            54Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan DESA. 55 Hasil wawancara dengan Bapak  Ismail sebagai kepala desa Wihnongkal Toa pada tanggal 8 November  2021 di kantor desa Wihnongkal Toa 



56    C. Analisis Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014  Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pada pasal 78 ayat (92) disebutkan bahwa pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.56 Adapun pengelolaan dana desa di kampung Wihnongkal Toa telah melakukan pembangunan sesuai dengan UU No.6 tahun 2014 dan Permendagri No.113 tahun 2014 yaitu pembangunan Desa meliputi tahap-tahap yaitu Pertama tahap Perencanaan dimana perangkat desa melakukan perencanaan dengan melakukan musrenbang seperti musyawarah dengan permasing-masing dusun. Kedua tahap Pelaksanaan pada tahap ini dilaksanakan dengan karya tunai dimana pembayaran kepada pekerja dilakukan perhari atau perminggu. Ketiga Penatausahaan pada tahap ini bendahara desa melakukan pendataan di mulai dari pemasukan hingga pengeluaran dengan dicacat di dalam buku kas. Keempat Pelaporan pada tahap ini dimulai dari perencanaan hingga penatausahaan dibuat dengan rinci berapa pengeluaran kemudian di buat SPJ dan diserahkan kepada pengawas. Bapak Junaidi mengatakan bahwa memang benar telah dilakukan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan yang lainnya tapi tidak ada pemeberitahuan detail tentang penggunaan dana tersebut, berbeda seperti                                                            56Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan DESA. 



57    di desa lainnya adanya pemberitahuan berupa baliho atau pamplet di kantor desa.57 Dari pemaparan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai tranparansi pemerintahan Desa Wihnongkal Toa kecamatan Kutepanang Kabupaten Aceh Tengah belum menerapkan prinsip transparansi dengan baik walaupun sudah berjalan 80% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan mulai dari pembangunan Desa, hanya saja tidak ada pemberitahuan mengenai rincian penggunaan dana desa. Pemerintah Desa kampung Wihnongkal toa telah melaksanakan peyelenggaraan mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih secara manual. Yang seharusnya Penyampaian informasi dilakukan secara terperinci agar masyarakat mengetahui dan mudah memahaminya seperti dalam  UU No.6 tahun 2014 dan Permendagri No.113 Tahun 2014. 
D. Analisis Pengelolaan Dana Desa Menurut Siyasah Maliyah Menurut di bidang Fikih Siyasah Maliyah baitulmal yang mengatur pengeluaranNegara. Hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi danperbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kayadan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan negara. Mengenai pembelajaan dan pengeluaran belanja Negara Kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut:58 1. Untuk orang fakir miskin.  2. Untuk membiyayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.                                                            57Hasil wawancara dengan masyarakat desa Wihnongkal Toa pada tanggal 10 November 2021 pukul 03:00 dirumah 58Ainu R. Etika Politik Element-element Strategis Pembagunan Masyarakat Islam. Surabaya : Risalah Gusti, 1997. Hlm 148 



58    3. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik. 4. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 5. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan Dalam pandangan Islam, Transparansi bisa dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada Allah SWT, karena segala sesuatu yang dititipkan Allah SWT kepada manusia merupakan amanah dan segala yang dikerjakan atau diperbuat manusia harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Seperti firman Allah dalam Al-Mudassir  ayat 38:  ٍ̧ �َْ� ُّfjُ ﴿ ٌp�َcِرَھ �َْ�|َjَ hvَِi٣٨﴾  Terjemahan:  “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.” Amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerim anya. Begitu pula penerima amanah, juga harus bersikap adil  dan menyampaikan kebenaran/tidak ada yang ditutup-tutupi. Transparansi harus diikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Seperti Hadist Bukhari Muslim 1928 tentang pempimpin yang transparan:  hَ�َ½ َّr�َ ٍبhَb ِ Mِiْا Mْdَ َ̧ ُ�Zُ� Mْdَ ¾ٍْوَھ Mُiْا �ِ�َ½ َّr�َ َلhَq ِ ُ shَq hَb�ْdََ�ْ إrِ�ْdَ Mُiْ fُcdِhvَVِْ اللهَّ mِcَْi أنََّ p¢َِ¿hdََ رَِ�َ� اللهَّ ُّksا Mُiْ ُوَةmْdُ �ِ�َ½ َّr�َ َلhَq �OِZَْq aَِ[dَ rَْ�َs َلhَq Àُ� ِّr ِّ�sا mٍUَْi Zُiَأ Áَِ[Âُْ¡Vْا h َّvَs  kُ�ِzْXَ MْUَُX aَْs �ِ¡َ�mْ�ِ ََّلِ أنhvَsْا اPََھ MْOِ mٍUَْi �ِiَآلُ أ fُjُْ¨َc|ََ� Mَcvِِ[|ْvُsْا mِOَْ¨ِi �ُ[ْ�ِ َُأھَْ]ِ� و pَِ�ZُÄOَ Mْdَ ِ�cِ� Mَcvِِ[|ْvُ[ِْs ُفmَِ¡�َْ�َو Terjemahan: 



59    “Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullahberkata, telah menceritakan kepada saya Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah Radliallahu 'anha berkata: Ketika Abu Bakar Sh-Shiddiq diangkat menjadi khalifah ia berkata: "Kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku mencari nafkah tidak akan melemahkan urusanku terhadap keluargaku, sementara aku juga disibukkan dengan urusan kaum muslimin. Maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta yang aku usahakan ini sedangkan dia juga bersungguh bekerja untuk urusan Kaum Muslimin.” Pesan Hadits diatas adalah Pemimpin hendaklah transparan dalam memerintah. Mencontoh Abu Bakar Al-Shiddiq, ketika menjadi khalifah beliau mengumumkan kepada rakyatnya bahwa beliau beserta keluarganya akan memakan dari Baitul Mal kaum Muslim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini disebabkan oleh kesibukan Abu Bakar sebagai khalifah membuat beliau tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah sebagai pedagang. Sehingga beliau memakan dari Baitul Mal sebagai ganti dari pekerjaan beliau mengurus urusan kaum Muslim. Perkataan Abu Bakar ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam mengelola keuangan umat, serta pertanggungjawaban terhadap setiap langkah yang diambil sebagai pemimpin. Kemudian dijelaskan juga dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:  hً��ْmَِ�hمِ Zُْ[jُْ¨َ¡ِsا  َّU�ُsْا �َsِا ٓhَbِi اZُْsrُْXَو fِِطhَ�sْhiِ aْUَُ�cَْi aْUَُsاZَOَْا ا ٓZُْ[jُْ¨َX �ََنَ وZْvَُ[zَْX aُْ¡�َْوَا aِ½ْ ِ�ْhِi ِسhَّ�sالِ اZَOَْا Mْ ِّO Terjemahan: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”  



60    Pesan dari ayat di atas adalah Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah. Dalam pengelolaan dana desa kampung wihnongkal toa dalam siyasah maliyah belum maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan keuangan dalam fiqh maliyah yaitu dalam hal prinsip amanah karena dalam pertanggung jawaban dana desa kepala desa diwajibkan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pengeluaran maupun pemasukan karna dana desa adalah hak masyarak yang mana masayarakat harus mengetahui penggunaan dana desa. Hal ini bertentangan juga dengan prinsip yang disebutkan dalam Q.S An-nissa ayat 58 bahwa Allah memerintahkan untuk menyampaikan segala amanat orang lain kepada yang berhak menerimanya. Namum dalam prinsip keadilan sudah menerapkan sesuai dengan prinsip tersebut dan prinsip kejujuran telah sesuai dengan siyasah maliyah.



  61  BAB EMPAT 
PENUTUP  

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Bentuk transparansi pengelolaan dana desa kampung Wihnongkal Toa menurut UU No.6 Tahun 2014 yaitu belum berjalan dengan baik pada tahap pelaporan yaitu kepala desa tidak memberitahu kepada masyarakat mengenai pengeluaran dan pemasukan di desa tersebut, namun telah sesuai dalam tahap Perencanaan, pada tahap Perencanaan dimana perangkat desa melakukan perencanaan dengan melakukan musrenbang seperti musyawarah dengan permasing-masing dusun. Tahap Pelaksanaan pada tahap ini dilaksanakan dengan karya tunai dimana pembayaran kepada pekerja dilakukan perhari atau perminggu. Penatausahaan pada tahap ini bendahara desa melakukan pendataan di mulai dari pemasukan hingga pengeluaran dengan dicacat di dalam buku kas.  2. Bentuk transparansi pengelolaan dana desa kampung wihnongkal toa dalam siyasah maliyah belum maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan keuangan dalam fiqh maliyah yaitu dalam hal prinsip amanah karena dalam pertanggung jawaban dana desa kepala desa diwajibkan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pengeluaran maupun pemasukan karna dana desa adalah hak masyarak yang mana masayarakat harus mengetahui penggunaan dana desa. Namum dalam prinsip keadilan sudah menerapkan sesuai dengan prinsip tersebut dan prinsip kejujuran telah sesuai dengan siyasah maliyah.   



62    B. Saran  Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan maka peneliti akan mengemukakan saran: 1. Diharapkan kepada pemerintah Desa agar dapat melakukan transparansi sepenuhnya kepada masyarakat dan mekanisme yang baik dalam pengelolaan Dana Desa, agar dapat menjadi contoh bagi Desa-Desa lain. Dan kepada pemerintahan Desa agar dapat mengunakan media-media  sosial kedepannya seperti website kampung, dengan harapan agar masyarakat kedepannya lebih memudahkan masyarakat  mencari informasi mengenai kampong 2. Diharapkan kepada warga masyarakat agar tetap mengawasi dan membantu pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. ( KKN ). 
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64    Hasanuzzaman, Economic Function Of An Islamic State (Leicester: The Islamic Foundantion, 1991) Imam Amrusi Jailani Dkk,Hukum Tata Negara Islam,(Surabaya:Iain Sunana Ampel Press) Irma Fatmawati, Hukum Yayasan Pendidikan, Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayayan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, (Yogyakarta, Cv Budi Utama,2020).  Iqtishaduna: Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 71 Volume 1 Nomor 1 Okober 2019. Jeje Abdul Rojak,Hukum Tata Negara Islam,(Surabaya:Uin Sunan Ampel Pres,2014) Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indoensia: Dari Uud 1945 Sampai Dengan Perubahan Uud 1945 Tahun 2002, Cet. 5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) Kadek Sinarwati, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, E-Journal Siak,Vol : 8 No.: 2 Tahun (2017) Kartika Et Al, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Pemecutan Kaja, Vol.1, No.1, 2018.Diakses Melalui Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Citizen/Article/View/36212. Pada 10 Oktober 2020, Pukul 14:05 Wib Kementrian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Quran, (Bandung: Sygma, 2012) Kian Putri.Buku Pintar Kwenangan Desa Dan Regulasi Desa. (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.2019) Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Pt Pustaka Lp3es Indonesia, (Jakarta: 1999) Mondong, Hendra. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.” Ejournal Unstrat (2013) Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islami, Ed.1: Cet.1 (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Uii, 2004) M. Syafi’i Antonio Dan Cecep Maskanul Hakim, “Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah,” Makalah (Bandung: Icmi, Pebruari 1995) M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002)  Niswatun Nafiah, Skripsi, Transparansi Dalam Pelayanan Publik Di Kec.Limbangan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: 2019) Ngongare, Akuntabiitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Insfrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan, Vol.5, No.1, 2016.Pada 10 Oktober 2020, Pukul 
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Gambar 1  

Kegiatan musrembang 

 

 

Gambar 2 

Pembangunan TPT MCK umum 
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Gambar 3 

Pembangunan pagar tanah umum 

 

 

Gambar 4 

Pembangunan jalan rabat beton 
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Gambar 5 

 Salah satu tanda bukti pengeluaran keuangan 

 

 
Gambar 6 

laporan bidang pelaksanan pembangunan TPT MCK UMUM 

Tahap I 
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Gambar 7 

laporan bidang pelaksanan pembangunan TPT MCK UMUM  

Tahap II 

 

 

Gambar 8  

laporan bidang pelaksanan pagar tanah umum Tahap I 
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Gambar 9 

laporan bidang pelaksanan pagar tanah umum Tahap II 
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VERBATIN INTERVIEW 

(Perangkat Desa) 

1. Berapakah anggaran untuk desa pertahunnya? 

2. Untuk apa saja anggaran tersebut di gunakan? 

3. Bagaimana pelaksanaan program dana desa? 

4. Bagaimana dampak dana desa desa bagi kemajuan desa tersebut? 

5. Bagaimana transparansi dana desa di desa tersebut? 

6. Apa landasan hukum dana desa tersebut? 

(Masyarakat) 

1. Apakah anda telah merasakan dampak dari dana desa? 

2. Apa saja perubahan pembangunan setelah adanya dana desa tersebut? 

3. Bagaimana pendapat atau tanggapan masyarakat tersebut dana desa? 
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